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ABSTRACT 

When the Indonesian civil law system recognizes and the banking law that regulates banks, a 

law arises that regulates E-banking so that a law arises that regulates Internet banking and 

the operating system. In choosing the title of the thesis "Juridical Review of Banking 

Transactions Through Internet Banking." 1. What are the Legal Considerations for Banking 

Transaction Customers Through Internet Banking? 2. What is the responsibility of the Bank 

in banking through internet banking? 3. What are the obstacles in banking transactions 

through internet banking and what are the solutions? This type of research uses 

normative/doctrinal juridical research, using primary and secondary data. Data collection 

used the library study method. All research data that had been collected were analyzed using 

qualitative analysis methods. The results of research on the responsibility of internet banking 

services at banks to customers show that the legal character of agreements for making 

internet banking services at banks includes written agreements, standard agreements, trust 

agreements, power of attorney and binding agreements made and agreed upon by the bank 

and the customer. , the form of legal responsibility and protection provided by banks to their 

customers is in accordance with the applicable law, but at this time there is no law that 

regulates directly related to internet banking, but this is related to the banking law, 

regulation Bank Indonesia, the Consumer Protection Act, the Law on Information and 

Electronic Transactions, the Law on Telecommunications and other laws and regulations, the 

efforts made by banks to minimize the risks that occur in internet banking services by 

carrying out several policies such as privacy policies and security policies and notify 

customers to always maintain data confidentiality. In this banking, the government and the 

Legislature are asked for the seriousness of the government and the Legislature to be more 

thorough and even more accurate in enforcing the law in accordance with existing laws so 

that customers are still protected in making transactions. 
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ABSTRAK 

 Ketika sistem hukum perdata  Indonesia mengakui dan UU perbankan yang mengatur tentang 

bank maka timbullah uu yang mengatur tentang E-banking sehingga ditimbulkan uu yang 

mengatur Internet bankng  dan sistem mengoperasikannya.Dalam pemilihan judul Skripsi 

“Tinjaun Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking.” 1.Bagaimana 

Pertimbangan Hukum terhadap Nasabah Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking? 2. 

Bagaimana pertanggungjawaban Bank dalam perbankan melalui internet    banking? 3. 

Bagaimana kendala dalam transaksi perbankan melalui internet  banking serta bagaimana 
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solusinya? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif/doktrinal, 

menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode studi 

kepustakaan, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode 

analisis kualitatif. Hasil dari penelitian mengenai tanggung jawab  layanan internet banking 

pada bank terhadap nasabah bahwa karakter hokum perjanjian pembuatan layanan internet 

banking pada bank termasuk pada perjanjian tertulis, perjanjian baku, perjanjian bersifat 

kepercayaan, perjanjian pemberian kuasa dan bersifat mengikat yang dibuat dan disepakati 

oleh pihak bank dan nasabah, bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukumyang diberikan 

oleh bank kepada nasabanya telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku akan tetapi 

pada saat ini belum ada Undang-Undang yang mengatur secara langsung terkait dengan 

internet banking, namun hal tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perbankan, Peraturan 

BankIndonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentangInformasi 

dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Telekomunikasi serta peraturan 

Perundang-undangan lainnya, upaya yang dilakukan bank untuk meminimalisir risiko yang 

terjadi dalam layanan internet bankingdengan cara melakukan beberapa kebijakan-kebijakan 

seperti kebijakan privasidan kebijakan keamanan dan memberitahu kepada nasabah agar 

selalu menjaga kerahasiaan data. Dalam perbankan ini di minta keseriusan pemerintah serta 

pihak Legislatif agar lebih teliti serta lebih akurat lagi, dalam melakukan penegakkan hukum 

sesuai denagan perundang-undangan tang telah ada sehingga para Nasabah tetap terlindungi 

dalam melakukan transaksi.  

Kata Kunci: Transaksi, Perbankan, Internet Banking. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kemajuani Banki saati inii dapati kitai 

lihati i darii media-mediai cetaki ataupuni 

sumberi yangi laini namuni tetapi 

berkaitani dengani duniai perbankan.i 

Krisisii moneteri tahuni 1997i telahi 

mengacaukani bisnisi perbankani dii 

Indonesia,i banki yangi mengandalkani 

bisnisnyai dalami bidangi perkreditani 

hancuri sebagaii akibati yangi ditimbulkani 

darii bisnisi pengusahai besari maupuni 

kecili yangi hancur.i  

Dii sisii laini banki tidaki mampui 

berbuati banyaki ketikai parai nasabahnyai 

menariki sebagiani besari simpanannyai 

yangi menyebabkani posisii banki 

semakini terjepiti yangi disebabkani 

langkanyai kepemilikani danai yangi 

memadai.i Untuki menghadapii kesulitani 

likuiditasi dalami segerai untuki jumlahi 

besar,i terpaksai perbankani menempuhi 

dengani carai mobilisasii dengani biayai 

yangi tinggii yangi akhirnyai berdampaki 

padai bisnisi perbankani yangi menderitai 

negativei spreadi dalami mencapaii hasili 

usaha. 

Kehancurani bisnisi perbankani 

terutamai dalami bisnisi perkreditani 

bukani sematai karenai adanyai krisisi 

moneteri sebabi bilai dilihati banyaki jugai 

karenai ulahi nasabah,i sertai accounti 

officeri yangi belumi matangi sebagaii 

pemutusi krediti yangi telahi dii berikani 

tanggungi jawabi mengelolai krediti 

sehinggai mengakibatkani banyaknyai 

kegagalani krediti nasabahi yangi 
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disebabkani kurangi tajamnyai analisisi 

accounti officer. 

Sebagaii lembagai keuangan,i banki 

adalahi badani usahai yangi menghimpuni 

danai darii masyarakati dalami bentuki 

simpanani dani menyalurkannyai kepadai 

masyarakati dalami meningkatkani tarafi 

hidupi rakyati banyak.i Nasabahi adalahi 

pihaki yangi menggunakani jasai banki 

dengani demikian,i bahwai banki disinii 

mempunyaii duai fungsii yaitu,i pertamai 

sebagaii penghimpuni danai darii 

masyarakat,i keduai sebagaii penyaluri 

danai kei masyarakat. 

Banki dani nasabahi merupakani 

hubungani yangi sangati erati dimanai 

hubungani banki dani nasabahi 

merupakani suatui hubungani yangi 

didasarkani padai duai unsuri yangi salingi 

terkait,i yaitui hubungani hukumi dani 

hubungani kepercayaan.i Perbankani 

adalahi segalai sesuatui yangi menyangkuti 

tentangi bank,i mencakupi kelembagaan,i 

kegiatani usaha,i sertai carai dani prosesi 

dalami melaksanakani kegiatani usahanya.i 

Dalami hali inii termuati dalami Undang-

Undangi Perbankani Pasali 1i angkai 1i 

fungsii utamai perbankani Indonesiai 

adalahi sebagaii penghimpuni danai dani 

penyaluri danai darii masyarakat.i i  

Setelahi memperolehi danai dalami 

bentuki simpanani darii masyarakat,makai 

kegiatani banki yangi keduai adalahi 

menyalurkani kembalii danai tersebuti 

kepadai masyarakati yangi membutuhkani 

dalami bentuki pinjamani ataui yangi 

lebihi dikenali dengani istilahi kredit.i 

Siapai tidaki kenali dengani perbankan?i 

Mungkin,i tidaki seorangi puni yangi 

terlepasi darii Jasai perbankan.i  

Masyarakati yangi bertempati tinggali 

dii perdesaani puni kinii telahi tersentuhi 

olehi bank.i Bahkani telahi merasakani 

pentingnyai kehadirani banki dii tengahi 

kehidupani mereka.i Orangi tuai yangi inii 

menyekolahkani anaki hinggai perguruani 

tunggi,i jikai sebelumnyai tidaki pernahi 

menabung,i jalani keluarnyai adalahi 

memanfaatkani jasai perbankan.i 

Begitulahi manfaati banki bagii 

masyarakati darii berbagaii tingkati sosial. 

Kitai mengetahuii bahwai menuruti 

Undang-Undangi No.i 10i tahuni 1998,i 

banki adalahi badani usahai yangi 

menghimpuni danai darii masyarakati 

dalami bentuki simpanani yangi 

menyalurkannyai kepadai masyarakati 

dalami bentuki krediti ataui i bentuk-

bentuki lainnyai dalami rangkai 

meningkatkani tarafi hidupi rakyati 

banyak.i  

Adapuni berdasarkani pasali 1i 

Undang-Undangi No.10i tahuni 1998i 

tentangi perubahani Undang-Undangi 

No.7i tahuni 1992i tentangi Perbankan,i 

banki adalahi badani usahai yangi 

menghimpuni darii masyarakati dalami 

bentuki simpani dalami menyalurkani 
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kepadai masyarakati dalami bentuki 

simpanani dani menyalurkani kepadai 

masyarakati dalami rangkai meningkatkani 

tarafi hidupi rakyati banyak.i Jadi,i tujuani 

utamanyai adalahi masyarakat.i Olehi 

karenai itu,i sistemi perbankani yangi 

harusi dii terapkani “logisnya”i berpihaki 

kepadai rakyati dani tidaki “membelit”i 

rakyati karenai semuanyai berasali darii 

rakyat. 

Berbicarai mengenaii perbankani samai 

dengani membicarakani salahi satui 

institusii yangi setiapi harii kitai gauli,i 

misalnyai keluarga,i masyarakat,i dani 

sebagainya.i Perbankani ataui kitai sebuti 

sebagaii banki adalahi lembagai keuangani 

yangi sangati dii butuhkani olehi 

masyarakati dengani tingkatani sosiali dani 

ekonomii yangi beragam.i Adakahi orangi 

yangi tidaki beruntung?i Sepertinyai kitai 

tidaki mungkini untuki menjawabi “tidak”i 

karenai banki sudahi merambahi kei mana-

mana,i bahkani lokasii yangi sempiti puni 

sudahi dii masukii olehi banki keliling. 

Dalami kondisii demikian,i pentinglahi 

bagii kitai untuki lebihi mengenali 

perbankan,i sepertii dasar-dasari dani 

sistemi perbankani yangi sahi karenai 

tidaki semuai lembagai keuangani dii 

sebuti bank,i dani tidaki semuai yangi 

mengatasnamakani banki dii nyatakani 

sebagaii banki yangi sahi menuruti 

peraturani perundangani yangi berlaku. 

 Banki merupakani intermediasii danai 

untuki menggerakkani duniai bisnisi dani 

mempunyaii tugasi sebagaii perantarai 

untuki menyalurkani penawarani dani 

permintaani krediti padai waktui yangi dii 

tentukani dani suatui badani usahai yangi 

menghimpuni danai darii masyarakati 

dalami bentuki simpanani yangi 

penyalurannyai akani kembalii padai 

masyarakati jugai dalami rangkai 

meningkatkani tarafi hidupi masyarakat.i 

Sebagaii badani usaha,i banki akani selalui 

berusahai mendapatkani keuntungani darii 

usahai yangi dijalankannya,i sebaliknyai 

sebagaii lembagai keuangan,i banki 

mempunyaii kewajibani pokoki untuki 

menjagai kestabilani nilaii uang,i untuki 

mendorongi kegiatani ekonomii dani 

perluasani kesempatani kerja. 

Persoalannyai ialahi krisisi nasionali 

yangi hinggai sekarangi belumi pulihi 

karenai lemahnyai sektori keuangan,i 

khususnyai perbankan.i Rapuhnyai 

ekonomii Indonesiai menghadapii efeki 

berantaii krisisi valasi yangi datangi darii 

Thailand,i terutamai disebabkani kondisii 

perbankani yangi sangati buruk.i Keadaani 

yangi demikiani dapati menimbulkani 

terjadinyai likuidasii bank,i bahkani 

merambahi kepadai kepailitani sehinggai 

kewajibani yangi dii tentukani olehi Banki 

Indonesiai suliti untuki dii penuhii olehi 

banki tersebut.i  
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Akibatnya,i banki yangi hampiri dii 

likuidasii diupayakani olehi Banki 

Indonesiai untuki sehati kembali,i karenai 

banki yangi tidaki sehati akani dapati 

merusaki kepercayaani masyarakati 

terhadapi bank,i dani adanyai pengawasani 

yangi kerapi dilakukani olehi Banki 

Indonesiai tidaki akani memberikani hasili 

yangi memuaskani dii duniai perbankan. 

 Secarai Umumi dapati dikatakani 

bahwai perbankani adalahi hukumi yangi 

mengaturi segalai sesuatui yangi yangi 

berhubungani dengani perbankani 

seperangkati kaidahi hukumi dalami 

bentuki peraturani perundang-undangn,i 

yurisprudensi,i doktrin,dani lain-laini 

sumberi hukumi yangi mengaturi masalah-

masalahi perbankani sebagaii lembaga,i 

dani aspeki kegiatanya. 

 Perbankani sebagaii segalai sesuatui 

yangi menyangkuti tentangi bank,i 

mencakupi kelembagaan,kegiatani usaha,i 

sertai carai dani prosesmelaksanakani 

kegiatani usahanya,i makai padai 

prinsipnyai dapati dii rumuskani bahwai 

hukumi perbankani adalahi keseluruhani 

norma-normai tertulisi maupuni normai 

normai tidaki tertulisyangi mengaturi 

tentangi bank. 

 Dalami perbankani banyaki carai 

transaksii yangi dii lakukani untuki 

mempermudahi salahi satunyai interneti 

banking,i yaitui layanani perbankani 

untuki memenuhii kebutuhani transaksi,i 

sertai memeprmudahi kegiatani transaksii 

melaluii interneti banking.i Berdasarkani 

permasalahani yangi penulisi kemukakani 

dii atas,i penulisi tertariki untuki 

membahasi permasalahani tersebuti 

dengani judul:i“Tinjauani Yuridisi 

Terhadapi Transaksii Perbankani Melaluii 

Interneti Banking” 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perlindungani Hukum 

Dii Indonesia,i masalahi perlindungani 

hukumi untuki konsumeni barui mulaii 

terdengari padai tahuni 1970-an.i Inii 

terutamai ditandaii dengani lahirnyai 

Yayasani Lembagai Konsumeni (YLK)i 

padai tanggali 11i Meii 1973.Secarai 

historis,i padai awalnyai Yayasani inii 

berkaitani dengani rasai mawasi dirii 

terhadapi promosii untuki memperlancari 

barang-barangi dalami negeri. 

Atasi desakani suara-suarai darii 

masyarakat,i kegiatani promosii inii harusi 

diimbangii dengani langkah-langkahi 

pengawasan,i agari masyarakati tidaki 

dirugikani dani kualitasnyai terjamin. 

Bertitiki tolaki darii luasi dani 

kompleksnyai hubungani antarai produseni 

dani konsumen,i sertai banyaknyai matai 

rantaii penghubungi keduanya,i makai 

untuki melindungii konsumeni sebagaii 

pemakaii akhiri barangi ataui jasai 

membutuhkani berbagaii aspeki hukumi 

agari benar-benari dapati dilindungii 
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dengani adil.i Sejaki awali produksii 

perlindungani konsumeni harusi benar-

benari dimulai. 

Sejarahi perkembangani perlindungani 

hukumi bagii konsumeni sejalani dengani 

perkembangani perekonomiani dunia.i 

Perkembangani perekonomiani yangi 

pesati telahi menghasilkani berbagaii jenisi 

dani variasii darii masing-masingi jenisi 

barangi dani jasai yangi dapati 

dikonsumsi.i Barangi dan/ataui jasai 

tersebuti padai umumnyai merupakani 

barangi dan/ataui jasai i yangi sejenisi 

maupuni yangi bersifati komplementeri 

satui terhadapi yangi lainnya. 

Dengani diversifikasii produki yangi 

sedemikiani luasnyai dani dengani 

dukungani kemajuani teknologii 

telekomunikasii dani informatika,i dimanai 

terjadii perluasani ruangi geraki arusi 

transaksii barangi dani jasa,i melintasii 

batas-batasi wilayahi suatui negara,i 

konsumeni padai akhirnyai dihadapkani 

padai berbagaii jenisi barangi dan/ataui 

jasai yangi ditawarkani secarai variatif,i 

baiki yangi berasali darii produksii 

domestiki dimanai konsumeni 

berkediamani maupuni yangi berasali darii 

luari negeri. 

Bertitiki tolaki darii luasi dani 

kompleksnyai hubungani antarai produseni 

dani konsumen,i sertai banyaknyai matai 

rantaii penghubungi keduanya,i makai 

untuki melindungii konsumeni sebagaii 

pemakaii akhiri barangi ataui jasai 

membutuhkani berbagaii aspeki hukumi 

agari benar-benari dapati dilindungii 

dengani adil.i Sejaki awali produksii 

perlindungani konsumeni harusi benar-

benari dimulai. 

Diawalii dengani sistemi pengawasani 

terhadapi mutui dani kesehatani sertai 

ketepatani pemanfaatani bahani untuki 

sasarani produk.i Untuki itui aspeki 

hukumi publiki sangati dominan.i Setelahi 

hubungani bersifati personal,i hukumi 

perdatalahi yangi akani lebihi dominani 

dalami rangkai melindungii kepentingani 

masingmasingi parai pihak. 

Asas-asasi perlindungani hukumi untuki 

konsumeni berdasarkani undang-undangi 

perlindungani konsumeni pasali 

2,iadailimaiasasi perlindungani konsumen. 

a. Asasi manfaati  

Asasi inii mengandungi maknai 

bahwai penerapani undang-undangi 

perlindungani harusi memberikani 

manfaati yangi sebesar-besarnyai 

kepadai keduai pihak,i konsumeni 

dani pelakui usaha.i Sehinggai tidaki 

adai satui pihaki yangi 

kedudukannyai lebihi tinggii 

dibandingi pihaki lainnya.i Keduai 

belahi pihaki harusi memperolehi 

hak-haknya. 

b. Asasi keadilan 

Penerapani asasi inii dapati dilihati 

dii pasali 4i sampaii 7i undang-
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undangi perlindungani konsumeni 

yangi mengaturi mengenaii haki dani 

kewajibani konsumeni sertai pelakui 

usaha,i Diharapkani melaluii asasi 

inii konsumeni dani pelakui usahai 

dapati memperolehi haknyai dani 

menunaikani kewajibannyai secarai 

seimbang. 

c. Asasi keseimbangan 

Melaluii penerapani asasi ini,i 

diharapkani kepentingani dani 

kebutuhani konsumen,i pelakui 

usahasertai pemerintahi dapati 

terwujudi secarai seimbang,i tidaki 

adai salahi satui pihaki yangi lebihi 

dilindungi. 

d. Asasi keamanani dani kseselamatani 

konsumen 

 Diharapkani penerapani undang-

undangi perlindungani konsumeni 

akani memberikani jaminani atasi 

keamanani dani keselamatani 

konsumeni dalami penggunaan,i 

pemakaian,i dani pemanfaatani 

barangi dan/ataui jasai yangi 

dikonsumsii ataui digunakan. 

e. Asasi kepastiani hukum 

Dimaksudkani agari baiki 

konsumeni dani pelakui usahai 

mentaatii hukumi dani memperolehi 

keadilani dalami penyelenggaraani 

perlindungani konsumen,i sertai 

negarai menjamini kepastiani 

hukum. 

Perlindungani hukumi adalahi segalai 

upayai pemenuhani haki dani pemberiani 

bantuani untuki memberikani rasai amani 

kepadai saksii dan/ataui korban,i 

perlindungani hukumi korbani kejahatani 

sebagaii bagiani darii perlindungani 

masyarakat,i dapati diwujudkani dalami 

berbagaii bentuk,i sepertii melaluii 

pemberiani restitusi,i kompensasi,i 

pelayanani medis,i dani bantuani hukum. 

Istilahi hukumi restitusii ataui 

pengembaliani kelebihani pembayarani 

pajaki terjadii apabilai jumlahi krediti 

pajaki ataui jumlahi pajaki yangi dibayari 

lebihi besari daripadai jumlahi pajaki 

yangi terutangi ataui telahi dilakukani 

pembayarani pajaki yangi tidaki 

seharusnyai terutang,i dengani catatani 

WPi tidaki punyai hutangi pajaki lain.i 

Tatai carai pengembaliani kelebihani 

pembayarani pajak: 

a. Wajibi pajaki (WP)i dapati 

mengajukani permohonani restitusii 

kei Direkturi Jendrali Pajaki melaluii 

kantori pelayanani pajaki setempat. 

b. Direkturi jenderali pajaki setelahi 

melakukani pemeriksaani atasi 

permohonani pengembaliani 

kelebihani pembayarani pajak,i 

menerbitkani surati ketetapani pajaki 

lebihi bayari (SKPLB)i dalami hal:i 

pajaki penghasilan,i apabilai jumlahi 

krediti pajaki lebihi besari daripadai 

jumlahi pajaki yangi terutang.i 
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Pajaki pertambahani nilai,i apabilai 

jumlahi krediti lebihi besari 

daripadai jumlahi pajaki yangi 

terutang.i Jikai terdapati pajaki yangi 

dipunguti olehi pemunguti pajaki 

pertambahani nilai,i jumlahi pajaki 

yangi terutangi dihitungi dengani 

carai jumlahi pajaki pengeluarani 

dikurangii (-)i dengani pajaki yangi 

dii punguti ataui pajaki penjualani 

atasi barangi mewah,i apabilai 

jumlahi pajaki yangi dibayari lebihi 

besari daripadai jumlahi pajaki yangi 

terutang. 

c. SKPLBi diterbitkani olehi direkturi 

jenderali pajaki palingi lamai 12i 

(duai belas)i bulani sejaki surati 

permohonani diterimai secarai 

lengkap.i Apabilai dalami jangkai 

waktui 12i (duai belas)i sejaki 

permohonani restitusi,i direkturi 

jenderali pajaki tidaki memberikani 

keputusan,i makai permohonani 

dianggapi dikabulkan,i dani SKPLBi 

diterbitkani dalami waktui palingi 

lambati 1i (satu)i bulani setelahi 

jangkai waktui berakhir. 

Sedangkani penjabarani mengenaii 

kompensasii adalahi segalai sesuatui 

yangditerimai dapati berupai fisiki 

maupuni noni fisiki dani harusi dihitungi 

dani diberikani kepadai seseorangi yangi 

umumnyai merupakani objeki yangi 

dikecualikani darii pajaki pendapatan.i 

Beberapai terminologii dalami 

kompensasii akani dijelaskani sebagaii 

berikut: 

a. Upah/gaji.i Upahi (wages)i biasanyai 

berhubungani dengani tariffi gajii 

perjami (semakini lamai kerjanya,i 

semakini besari bayarannya).i Upahi 

merupakani basisi bayarani yangi 

kerapi digunakani bagii pekerja-

pekerjai produksii dani 

pemeliharaan.i Sedangkani gajii 

(salary)i umumnyai berlakui tarifi 

mingguan,i bulanani ataui tahunan. 

b. Insentii (incentive)i merupakani 

tambahan-tambahani gajii diatasi 

ataui diluari gajii ataui upahi yangi 

diberikani olehi organisasi.i 

Program-programi insentifi 

disesuaikani dengani memberikani 

bayarani tambahani berdasarkani 

produktivitas,i penjualan,i 

keuntungan-keuntungani ataui 

upaya-upayai pemangkasani buaya. 

c. Tunjangani (Benefit).i Contoh-

contohi tunjangani sepertii asuransii 

kesehatan,i asuransii jiwa,i liburan-

liburani yangi ditanggungi 

perusahaan,i programi pensiuni dani 

dani tunjangan-tunjangani lainnyai 

yangi berhubungani dengani 

kepegawaian. 

d. Fasilitasi (Facility)i adalahi 

kenikmatani ataui fasilitasi sepertii 

mobili perusahaan,i keanggotaani 



 

636 
 

JURNAL RECTUM, Vol. 4, No. 2, (2022) Juli: 628 - 653 

 

klub,i tempati parkis.i Penjabarani 

bantuani hukumi dalami pengertiani 

yangi palingi luasi dapati diartikani 

sebagaii upayai untuki membantui 

golongani yangi tidakmampui 

dalami bidangi hukum.i Dii 

Indonesiai telahi didirikani 

Lembagai bantuani hukumi yangi 

bertujuan: 

a. Memberikani bantuani hukumi 

secarai cuma-cumai kepadai 

masyarakati luasi yangi tidaki 

mampu. 

b. Menumbuhkan,i 

mengembangkan,i sertai 

meninggikani kesadarani hukumi 

darii masyarakati umumnyai dani 

khususnyai kesadarani akani hak-

haknyai sebagaii subjeki hukum. 

c. Memajukani hukumi dani 

pelaksanaani hukumi sesuaii 

zamani (modernisasi). 

Menuruti Setiono,i perlindungani 

hukumi adalahi tindakani ataui upayai 

untuki melindungii masyarakati darii 

perbuatani sewenang-wenangi olehi 

penguasai yangi tidaki sesuaii dengani 

aturani hukum,i untuki mewujudkani 

ketertibani dani ketentramani sehinggai 

memungkinkani manusiai untuki 

menikmatii martabatnyai sebagaii 

manusia.i Prinsipi selanjutnyai yangi 

mendasarii perlindungani hukumi 

terhadapi tindaki pemerintahani adalahi 

prinsipi negarai hukum.i Dikaitkani 

dengani pengakuani dani perlindungani 

terhadapi hak-haki asasii manusiai 

mendapati tempati utamai dani dapati 

dikaitkani dengani tujuani darii negarai 

hukum. 

Hukumi berfungsii sebagaii 

perlindungani kepentingani manusiai baiki 

yangi berupai undang-undangi maupuni 

hukumi tidaki tertulis,i dengani demikiani 

berisii aturan-aturani yangi bersifati 

umumi yangi menjadii pedomani bagii 

individui bertingkahi lakui dalami hidupi 

bermasyarakat,i baiki dalami hubungani 

dengani sesamai maupuni dalmi 

hubungannyai dengani masyarakat.i 

Aturan-aturani itui menjadii batasani bagii 

masyarakati dalami membebanii ataui 

melakukani tindakani terhadapi individu. 

Adanyai aturani semacami itui dani 

pelaksanaani aturani tersebuti 

menimbulkani kepastiani hukum.i Dengani 

demikiani kepastiani hukumi mengandungi 

duai pengertian,i yaitui yangi pertamai 

adanyai aturani yangi bersifati umumi 

membuati individui mengetahuii 

perbuatani apai yangi bolehi ataui tidaki 

bolehi dilakukani dani yangi keduai 

adalahi berupai keamanani hukumi bagii 

individui darii kesewenangani pemerintahi 

karenai adanyai aturani yangi bersifati 

umumi tiui individui dapati mengetahuii 

apai sajai yangi bolehi dibebankani ataui 



 

637  
 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING 

Jon Putra Niaman Waruwu 1), Samueli Laia 2), Ria Sintha Devi 3), Muhammad Yasid 4) 

 

dilakukani olehi negarai terhadapi 

individu. 

Kepastiani hukumi bukani hanyai 

berupai pasali dalami undang-undang,i 

melainkani jugai adanyai konsistensii 

dalami putusani hakimi antarai putusani 

hakimi yangi satui dengani putusani 

hakimi yangi lainnyai untuki kasusi 

serupai yangi telahi diputuskan. 

 

B. Nasabahi Bank 

Kasmiri mengemukakani kedatangani 

nasabahi kei banki bertujuani untuki 

memenuhii keinginani agari terpenuhii 

baiki berupai informasi,pengisiani 

aplikasi,i transaksii maupuni keluhan-

keluhan.sebagaii nasabahi penggunai 

layanani darii banki merekai tidaki maui 

didebati dani tidaki maui disinggung.i 

Usahai setiapi palayani dilakukani melaluii 

diskusii yangi santaii dani rileks.i Pandai-

pandailahi mengemukakani pendapati 

sehinggai nasabahi tidaki tersinggung.i 

Nasabahi yangi datingi kei banki padai 

hakekatnyai ingini memperolehi 

perhatian.i Jangani sekali-kalii 

menyepelekani ataui membiarkani 

nasabah,i banki memberikani perhatiani 

secarai penuhi sehinggai nasabahi benar-

benari diperhatikan. 

Semuai sikapi baiki dani transparani 

olehi banki terhadapi nasabahi disinii 

memangi sangati urgeni sebabi 

pendapatani utamai banki adalahi darii 

transaksii yangi dilakukani olehi 

nasabahnya.i Olehi karenai itu,i jikai 

membiarkani nasabahi berartii 

menghilangkani sebagiani besari 

pendapatan.i Nasabahi merupakani 

sumberi pendapatani yangi harusi dijaga. 

Menuruti undang-undangi nomori 10i 

tahuni 1998i pasali 1i ayati 16i yangi 

dinamakani nasabahi adalahi pihaki yangi 

menggunakani jasai bank.i Berdasarkani 

pengertiani tersebuti terbagii duai 

pengertiani didalamnya.Yangi pertamai 

pasali 1i ayati 17i menyatakani bahwai 

nasabahi penyimpangi adalahi nasabahi 

yangi menempatkani dananyai dii banki 

dalami bentuki simpanani berdasarkani 

perjanjiani banki dengani nasabahi yangi 

bersangkutan.Yangi keduai pasali 1i ayati 

18i menyatakani bahwai nasabahi debituri 

adalahi nasabahi i yangi memperolehi 

fasilitasi krediti ataui pembiayaani 

berdasarkani prinsipi syariahi ataui 

dipersamakani dengani itui berdasrkani 

perjanjiani banki dengani nasabahi yangi 

bersangkutan. 

Kamusi besari Bahasai Indonesiai 

menjelaskani nasabahi adalahi “orangi 

yangi biasai berhubungani dengani ataui 

menjadipelanggani banki (dalami hali 

keuangan),i dapati jugai diartikani sebagaii 

orangi yangi menjadii tanggungani 

asuransi,i perbandingani pertalian.i 

Sedangkani Muhammadi Djumhanai 

menyebutkani nasabahi merupakani 
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konsumeni darii pelayanani jasai 

perbankan. 

Tigai macami nasabahi dalami prakteki 

perbankani dikenali adai tigai macami 

nasabahi yaitu: 

a. Nasabahi deposani yaitui nasabahi 

yangi menyimpani dananyai padai 

suatui i i i bank.i Sebagaii nasabahi 

deposani ataui penyimpani danai 

yangi besari maupuni kecili 

sekarangi tidaki hanyai menikmatii 

fasilitasi ATM,i tetapii jugai 

menikmatii fasilitasi SMSi banking,i 

mobilei banking,i dani interneti 

banking.i Semakini banyaknyai 

nasabahi deposani yangi ingini 

menabungkani dananyai membuati 

bank-banki berlomba-lombai dalami 

memberikani pelayanani terbaik.i 

Orang-orangi puni jugai mulaii jelii 

dalami memilihi banki dengani 

membandingkani kelebihani dani 

kekurangani tiap-tiapi bank.i  

b. Nasabahi yangi memanfaatkani 

fasilitasi krediti perbankan.i Dalami 

melakukani layanani krediti 

perbankani terdapati prinsipi 5i 

(limai C)i antarai lain: 

1. Character, prinsip ini dilihat dari 

segi kepribadian nasabah.   Hal 

ini bisa dilihat dari hasil 

wawancaraantara customer 

service kepada nasabah yang 

hendakmengajuakn kredit 

mengenai latar belakang, 

kebiasaan hidup, pola hidup 

nasabah, dan lain-lain. Inti dari 

prinsip character ini adalah 

menilai calon nasabah apakah 

bisa dipercaya dalam menjalani 

kerjasama dengan bank.  

2. Capacity adalah yang menilai 

nasabah dari kemampuan nasabah 

dalam menjalankan keuangan 

yang ada pada usaha yang 

dimilikinya. Apakah nasabah 

tersebut pernah mengalami 

sebuah permasalahan keuangan 

sebelumnya atau tidak, dimana 

prinsip ini menilai akan 

kemampuan membayar kredit 

nasabah terhadap bank.  

3. Capital ini adalah terkait akan 

kondisi asset dan kekayaan yang 

dimiliki, khususnya nasabah yang 

mempunyai sebuah usaha. Capital 

dinilai dari laporan tahunan 

perusahaan yang dikelola oleh 

nasabah, sehingga dari penilaian 

tersebut pihak bank dapat 

menentukan layak atau tidaknya 

nasabah tersebut mendapat 

pinjaman, lalu seberapa besar 

bantuan kredit yang akan 

diberikan.  

4. Collateral adalah sebuah jaminan, 

ketika mereka tidak dapat 

memenuhi kewajibannya dalam 
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mengembalikan pinjaman dari 

pihak bank. Jika hal demikian 

terjadi, maka sesuai dengan 

ketentuan yang ada pihak bank 

bisa saja menyita asset yang telah 

dijanjikan sebelumnya sebagai 

jaminan. 

5. Condition adalah prinsip ini 

dipengaruhi oleh factor di luar 

dari pihak bank maupun nasabah. 

Kondisi perekonomian suatu 

daerah atau negara memang 

sangat berpengaruh kepada kedua 

belah pihak, dimana usaha yang 

dijalankan oleh nasabah sangat 

tergantung pada kondisi 

perekonomian baik mikromaupun 

makro, sedangkan pihak bank 

menghadapi permasalahan yang 

sama. Untuk melancarkan 

kerjasama dari kedua belah pihak, 

maka penting adanya untuk 

memperlancar komunikasi antara 

nasabah dengan bank. 

c. Jenisi nasabahi yangi ketigai adalahi 

nasabahi yangi menjadikani banki 

sebagaii perantarai ataui pihaki 

ketigai dalami bertransaksi.i Parai 

nasabahi inii tentunyai menuntuti 

kepuasani dalami bertransaksii tidaki 

terganggui olehi humani errori 

maupuni masalahi jaringan.i Faktor-

faktori yangi mempengaruhii 

kepuasani nasabahi adalahi kualitasi 

layanani dani kualitasi produk. 

Kualitasi layanani sebagaii penilaiani 

ataui sikapi globali yangi berkenaani 

dengani superioritasi suatui layanani 

sedangkani kepuasani nasabahi adalahi 

responi darii peniliaiani tersebut.i Kualitasi 

layanani harusi dimulaii darii kebutuhani 

nasabahi dani berakhiri padai persepsii 

nasabah.i Semuai pihaki yangi membelii 

dani mengkonsumsii jasai perbankani 

akani memberikani penilaiani yangi 

berbeda-bedaterhadapi kualitasi layanan.i 

Hali inii disebabkani olehi layanani 

perbankani memilikii karakteristiki 

variability,i sehinggai kinerjai yangi 

dihasilkannyai acapkalii tidaki konsisten.i 

Untuki itui nasabahi menggunakani 

isyarati intrinsici ataui outputi darii 

penyampaiani jasai dani isyarati ekstrinsiki 

ataui unsurei pelengkapi jasai sebagaii 

acuani dalami mengevaluasii kualitasi 

layanan. 

 

C. Interneti Banking 

Interneti bankingi inii termasuki 

salurani teranyari e-bankingi yangi 

memungkinkani nasabahi melakukani 

transaksii viai interneti dengani 

menggunakani computer/PCi ataui PDA.i 

Fituri transakasii yangi dapatdilakukani 

samai dengani phonei bankingi yaitui 

informasii jasa/produki bank,i informasii 

saldoi rekening,i transaksii 
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pemindahbukuani antari rekening,i 

pembayarani kartui kredit,i listrik,i dani 

telepon.i  

Kelebihani darii salurani inii adalahi 

kenyamanani bertransaksii dengani 

tampilani menui dani informasii secarai 

lengkapi tertampangi dii layari 

komputer/PCi ataui PDA.i Pihak-pihaki 

yangi terlibati dalami Layanani Interneti 

Banking.Tekonologii telahi begitui majui 

dalami segalai bidangi dani begitui 

terbukai bagii semuai orang,i 

menyebabkani perusahaani harusi berpacui 

dengani kebutuhani teknologii yangi 

tumbuhi dii dalami perusahaani dengani 

tingkati kemajuani teknologii dii luari 

perusahaan. 

Semuai pihaki bisai menggunakani 

fasilitasi interneti bankingi yangi 

merupakani pihaki terkait.i Beberapai 

pihaki yangi terkaiti dalami 

penyelenggaraani layanani interneti 

banking,i yaitu: 

a. Bank 

Dalami Pasali 1i angkai 2i Undang-

Undangi tentangi Perbankani 

menyebutkani bahwai Banki adalahi 

badani usahai yangi menghimpuni 

danai darii masyarakati dalami 

bentuki simpanani dani 

menyalurkannyai kepadai 

masyarakati dalami bentuki krediti 

dani ataui bentuk-bentuki lainnyai 

dalami rangkai meningkatkani tarafi 

hidupi rakyati banyak.i Bidangi jasai 

perbankani meliputii berbagaii 

kegiatani dalami rangkai 

penyelenggaraani transaksi-

transaksii yangi berkaitani dengani 

kepentingani masyarakati dani 

duniai usaha.i Dalami layanani 

interneti bankingi banki dapati 

menyelenggarakani teknologii 

informasii sendirii ataui 

menggunakani pihaki penyediai jasai 

teknologii informasi,i sebagaimanai 

diaturi dalami dalami pasali 18i 

Peraturani Banki Indonesiai Nomori 

9/15/PBI/2007i tentangi penerapani 

manajemeni risikoi dalami 

penggunaani teknologii informasii 

olehi pihaki Banki Umum. 

b. Nasabah 

Nasabahi tentui pihaki yangi terlibati 

dalami penggunaani interneti 

banking.i Umumnyai nasabahi 

menggunakani interneti bankingi 

untuki duai hali yaitui yangi 

pertamai transaksional,i melakukani 

transaksii keuangani misalnyai 

transfer,i paymenti gatewayi 

(pembayarani fasilitasi jasai 

tertentu),i kliring,i pengajuani 

permohonani pinjaman,i pembukaani 

rekeningi barui dani lain-lain.i Yangi 

kedua,i non-transaksionali misalnyai 

informasii saldo,i informasii kartui 

kredit,i notifikasi,i registrasii 
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layanani lain,i informasii 

administrasi,i dani lain-lain. 

 

3. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitiani yangi digunakan dalami 

penelitiani inii adalahi penelitiani hukumi 

normatif. Ilmui hukumi normatifi adalahi 

ilmui hukumi iyangi bersifati suii generis,i 

maksudnyai iai tidaki dapati dibandingkani 

dengani ilmu-ilmui lain.i Fokusi 

kajiannyai adalahi hukumi positif.i 

Penelitiani hukumi Normatifi ataui 

penelitiani perpustakaani inii merupakani 

penelitiani yangi mengkajii studii 

dokumeni Tentangi Transaksii Perbankani 

Melaluii Interneti Bankingi dii Indonesia. 

 

2. Jenisi dani Sumberi Data 

Sumberi datai dalami penelitiani inii 

diambili darii datai skunderi yangi 

dikumpulkani melaluii studii kepustakaan.i 

Datai skunderi yaitui datai yangi 

diperolehi darii dokumen-dokumeni 

resmi,i buku-bukui yangi berhubungani 

dengani objeki penelitian.i Bahani bukui 

kepustakaani (librayi research),i mengacui 

padai 3i bahani hukum; 

a) Bahan primer yaitu :Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaiman telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPERDATA) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan. 

b) Bahan hukum skunder yaitu: Buku-

buku ilmu hukum, artikel ilmiah, 

jurnal, publikasi pemerintah, ilmu 

hukum dan sebagainya yang 

berkaitan dengan penelitian yang 

dikaji. 

c) Bahan hukum tersier yaitu: Bahan 

hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap hukum primer 

dan skunder seperti kamus besar 

bahasa indonesia ( KBBI), kamus 

hukum, bibligrofi, katalog 

perpustakaan,direktori, daftar 

bacaan, Makalah-makalah,  dan 

sebagainya yang berkaitan dengan 

penelitian yang dikaji. 

 

3. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan dokumen 

yang meliputi bahan hukum primer, 

skunder, dan tersier yang releven dengan 

penelitian yang dikaji, studi pustaka 

dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi 

pustaka sumber data, inventarisasi bahan 

hukum dan identifikasi bahan hukum yang 

diperlukan. 
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4. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisi 

interprestasi dan silogisme untuk 

menjelaskan persoalan hukum yang di 

teliti, kemudian membuat suatu 

kesimpulan terhadap hasil penelitian 

dengan pikiran sendiri dengan bantuan 

teori.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Terhadap 

Nasabah Transaksi Perbankan 

Melalui Internet Banking 

1. Pengawasani Perbankan 

Kebijakani pengawasani yangi 

dilakukaniolehi Banki Indonesiai terhadapi 

perbankani bertujuani untuki melindungii 

kepentingani masyarakati pemiliki dani 

sertai menjagai kelangsungani usahai 

banki sebagaii kepercayaani dani sebagaii 

lembagai intermediasi.i Pengawasani 

tersebuti dilaksanakani baiki secarai tidaki 

langsungi (off-sitei supervisory)i maupuni 

secarai langsungi (on-sitei examination). 

Yangi dimaksudi dengani pengawasani 

tidaki langsungi adalahi pengawasani 

yangi dilakukani dengani meneliti,i 

menganalisisi sertai mengevaluasii 

laporan-laporani yangi disampaikani olehi 

suatui banki dengani tujuani untuki 

mengetahuii apakahi banki telahi 

melaksanakani ketentuani perbankani 

sekaligusi untuki menilaii 

kinerjaperbankan. 

Sementarai itu,i yangi dimaksudi 

dengani pengawasani langsungi adalahi 

pengawasani dalami bentuki pemeriksaani 

langsungi yangi diikutii dengani tindakan-

tindakani perbaikan.i Sebagaimanai diaturi 

dalami undang-undang,i seluruhi banki 

wajibi memberikani kesempatani kepadai 

pemeriksai banki untuki memeriksai buku-

bukui sertai berkas-berkasi yangi adai 

padai bank.i Selaini itu,i banki jugai wajibi 

membantui apabilai diperlukani dalami 

rangkamemperolehi kebenarani darii 

segalai keterangan,i dokumeni dani 

penjelasani yangi dilaporkani olehi banki 

yangi bersangkutan.i 

  

2. Pengaturani Perbankan 

Kebijakani pengaturani banki 

dilaksanakani olehi Banki Indonesiai 

denganimengeluarkaniberbagaii ketentuani 

kehati-hatiani tentangi perbankani dengani 

mengacui padai ketentuani perundang-

undangani yangi berlaku.i  

Pokok-pokoki ketentuani ataui 

peraturani perbankani yangi ditetapkani 

dengani Peraturani Banki Indonesiai 

secarai garisi besari memuat:i  

1. Perizinani bank;i  

2. Kelembagaani bank,i termasuki 

kepengurusani dani kepemilikan; 

3. Kegiatani usahai banki padai 

umumnya;i  

4. Kegiatani banki berdasarkani 

prinsipi syariah; 
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5. Merger,i konsolidasii dani akuisisii 

bank; 

6. Sistemi informasii antarbank;i  

7. Tatai carai pengawasani bank;i  

8. Sistemi pelaporani banki kepadai 

Banki Indonesia; 

9. Penyehatani bank;i  

10. Pencabutani izini usaha,i likuidasii 

dani pembubarani bentuki hukumi 

bank;i  

11. Lembaga-lembagai pendukungi 

sistemi perbankan. 

Perbankani dalami Kamusi Besari 

Bahasai Indonesiai segalai sesuatui 

mengenaii Bank.i Banki berasali darii katai 

Italiai bancoi yangi artinyai bangku.i 

Bangkui inilahi yangi dipergunakani olehi 

bankiri untuki melayanii kegiatani 

operasionalnyai kepadai parai nasabah.i 

Istilahi bangkui secarai resmii dani 

populeri menjadii bank. 

Menuruti Muhammadi Djumham,i 

hukumi perbankani adalahi sebagaii 

kumpulani peraturani hukumi yangi 

mengaturi kegiatani lembagai keuangani 

banki yangi meliputii segalai aspek,i 

dilihati darii segii esinsi,i dani 

eksistensinya,i sertai hubungannyai 

dengani bidangi kehidupani yangi lain. 

Sedangkani Muniri Fuadyi 

merumuskani hukumi perbankani adalahi 

seperangkati kaidahi hukumi i dalami 

bentuki peraturani perundang-undangan,i 

yurisprudensi,i doktrini dani lain-laini 

sumberi hukumi yangi mengaturi masalah-

masalahi perbankani sebagaii lembaga,i 

dani aspeki kegiatani sehari-harii rambu-

rambui yangi harusi dii penuhii olehi 

suatui bank,i perilakui petugas-

petugasnya,i hak,i kewajiban,i tugasi dani 

tanggungi jawabi parai pihaki yangi 

tersangkuti dengani bisnisi perbankan,i 

apai yangi bolehi dani tidaki bolehi 

dilakukani olehi bank,i eksistensii 

perbankan,i dani lain-laini yangi 

berkenaani dengani i dengani duniai 

perbankan 

Secarai umumi dapati dikatakani 

bahwai hukumi perbankani adalahi hukumi 

yangi mengaturi segalai sesuatui yangi 

berhubungani dengani perbankan. 

 

A. Jenisi-iJenisiBank  

Mengenaii jenis-jenisi banki yangi 

dikenali dii Indonesiai dapati dilihati darii 

ketentuani Pasali 5i Ayati (1)i Undang-

Undangi Perbankani yangi membagii 

banki dalami duai jenis,i Yaitui Banki 

Umumi dani Banki perkreditani rakyat. 

Yangi dimaksudi dengani banki umumi 

adalahi banki yangi melaksanakan 

kegiatani usahai secarai konvensionali 

dan/ataui berdasarkani prinsipi syariahi 

yangi dalami kegiatannyai memberikani 

jasai dalami lalui lintasi pembayaran,i 

sedangkani yangi dimaksudi dengani 

Banki Perkreditani Rakyati adalahi banki 

yangi melaksanakani kegiatani usahai 
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secarai konvensionali dan/ataui 

berdasarkani prinsipi syariahi yangi dalami 

kegiatannyai tidaki memberikani jasai 

dalami lalui lintasi pembayaran. 

 

B. Kegiatani Usahai Perbankan 

Usahai Banki Umumi dani Banki 

Perkreditani Rakyati Dalami pasali 6i 

Undang-Undangi Perbankani Noi 10i 

Tahuni 1998i yangi diubahi disebutkani 

bahwai usaha-usahai yangi dapati 

dijalankani olehi Banki Umumi Meliputi: 

a. Menghimpuni danai darii 

masyarakat 

Banki Umumi menghimpuni danai 

darii masyarakati dalami bentuki 

simpanani berupai giro,i deposito,i 

sertifikati deposito,i tabungani ,i dani 

/i ataui bentuki lainnyai yangi 

dipersamakani dengani itu. 

b. Memberikani kredit 

Krediti Merupakani memberikani 

berupai uangi tagihani yangi 

berdasarkani persetujuani ataui 

kesepakatani antarai antarai pihaki 

banki dani pihaki peminjami yangi 

mewajibkani dani peminjami 

melunasii utangnyai dalami jangkai 

waktui tertentui dengani dengani 

pemberiani bunga. 

 

C. Menerbitkani surati pengakuani utang 

Banki Umumi dapati menerbitkani 

surati pengakuani utangi baiki yangi 

berjangkai pendeki maupuni yangi 

berjangkai panjang.i Surati pengakuani 

utangi yangi berjangkai pendeki adalahi 

sebagaimanai dimaksudi dalami pasali 

100i sampaii pasali 229i Kitabi Undang-

undangi Hukumi Dagang,i yangi dalami 

pasari uangi dikenali sebagaii Surati 

Berhargai Pasari Uangi (SBPU),i yaitui 

promesi dani weseli maupuni jenisi laini 

yangi mungkini dikembangkani dii masai 

yangi akani datang.i Surati pengakuani 

utangi berjangkai panjangi dapati berupai 

obligasii ataui sekuritasi kredit. 

 

D. Membeli,i menjuali ataui menjamini 

atasi risikoi sendirii maupuni untuki i i I 

kepentingani dani atasi perintahi 

nasabahnya. 

1. Pengertiani Interneti Banking 

Interneti merupakani sekumpulani 

jaringani yangi terhubungi satui 

dengani lainnya,i dii manai jaringani 

menyediakani sambungani menujui 

globali informasi. 

2. Fasilitasi Interneti Banking 

Pemanfaatani teknologii informasii 

bagii industrii perbankani dalami 

inovasii produki jasai banki jugai 

dibayang-bayangii olehi potensii risikoi 

kegagalansistemi dani i ataui risikoi 

kejahatani elektroniki yangi dilakukani 

olehi orang-orangi yangi tidaki 

bertanggungjawab.i Dalami 

memberikani pelayanani interneti 
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banking,i banki dapati menyediakani 

layanani yangi bersifati informational,i 

communicativei dan/i ataui 

transactional.i  

3. Tipei layanani interneti banking 

Banki Indonesiai dalami surati 

edarannnyai No.6/18/DPNPi 

menggolongkani layanani interneti 

bankingi menjadii beberapai tipei 

layanan,i yaitu: 

1. Informationali interneti banking 

Payanani jasai banki kepadai 

nasabahi dalami bentuki informasii 

melaluii jaringaniinterneti dani tidaki 

melakukani eksekusii transaksii 

(executioni transaction). 

2. Communicativei interneti banking 

Pelayanani jasai banki kepadai 

nasabahi dalami bentuki komunikasii 

ataui melakukani interaksii dengani 

banki penyediai layanani interneti 

bankingi secarai terbatasi dani tidaki 

melakukani eksekusii transaksii 

(executioni transaction). 

3. Ransactionali interneti banking 

Pelayanani jasai banki kepadai 

nasabahi untuki melakukani 

interaksii dengani banki penyediai 

layananai interneti bankingi dani 

melakukani eksekusii transaksii 

(executioni transactional). 

 

B. Pertanggungjawaban Bank Dalam 

perbankan Melalui Internet Banking 

Pihak bank bertanggungjawab ketika 

ada masalah transaksi ataupun layanan 

dengan dalam hal ini pihak bank 

memberikan ganti rugi ketika timbunya 

masalah manfaat bagi pihak bank dan 

pihak nasabah yaitu: 

Adapun tujuan internet banking bagi 

pihak bank yaitu: 

1. Menjelaskan produk dan jasa seperti 

pemberian pinjaman dan kartu 

kredit. 

2. Menyediakan informasi mengenai 

suku bunga dan kurs mata uang 

asing yang terbaru. 

3. Menunjukkan laporan tahunan 

perusahaan dan keterangan pers 

lainnya. 

4. Menyediakan informasi ekonomi 

dan bisnis seperti perkiraan bisnis 

5. Memberikan daftar lokasi kantor 

bank tersebut dan lokasi ATM. 

6. Memberikan daftar pekerjaan yang 

membutuhkan tenaga kerja baru. 

7. Memberikan gambaran mengenai 

bank. 

8. Menyediakan informasi mengenai 

sejarah bank dan peristiwa baru. 

9. Memberikan pelayanan kepada 

nasabah untuk memeriksa neraca 

tabungan 

dan memindahkan dana antar 

tabungan. 
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10. Menyediakan algorithma yang 

sederhana sehingga para nasabah 

dapat 

membuat perhitungan untuk 

pembayaran pinjaman, perubahan 

atau 

pengurangan pembayaran hipotik, 

dan lain sebagainya. 

11. Menyediakan sambungan menuju 

situs lain di internet yang masih 

Produki dani jasai yangi 

ditawarkanmulaii darii informasi,i 

transaksii dani membawai buyeri dani 

selleri untukmembawai produki dani jasai 

bersama-sama.i Karenai produki dani jasai 

yangditawarkani bersifati sensitifi dani 

informasii rahasia,i keamanani dani 

pengawasanmerupakani hali yangi 

essensiali bagii banki yangi menyediakani 

produki dani jasamelaluii wireless. 

 

4. PCi Banking 

Tipei electronici bankingi sepertii inii 

membolehkani beberapai interaksii antara 

sistemi banki dani nasabah,i PCi 

bankingiinii menyediakani pengembangani 

channeli secarai tertutupi melaluii teleponi 

kadang-kadangi seringi disebuti homei 

banking. 

Transaksii dibatasii untuki komunikasii 

emai,i transferi uang,i meninjaui dani 

menyeimbangkani rekening,i dani 

pembayarani tanpai cek.i Karenai serveri 

inii menerobosi dalami jaringani internali 

bank,i risikonyai uangi sangati tinggii 

dalami transaksi.i Risiko-Risikoi dalami 

Layanani Interneti Banking. 

Risikoi inii sifatnyai barui dani 

sekaligusi merupakantantangani bagii 

parai praktisii dani ahlii bidangi layanani 

interneti banking.i Beberapai risikoi yangi 

adai dalami penyelenggara 

a. Risikoi Krediti (crediti risk) 

Risikoi krediti adalahi risikoi 

terhadapi pendapatani ataui modali 

yangi timbuli darikegagalani obligori 

untuki menyepakatii setiapi kontraki 

dengani banki ataui sebaliknyai utuki 

performani yangi disetujui.i Risikoi 

krediti ditemukani dalami semuai 

kegiatani yangi kesuksessannyai 

tergantungi padai peformani 

counterparty,i issuer,i ataui 

peminjam. Layanani interneti 

bankingi menyediakani kesempatani 

padai banki untuki melakukani 

perluasani melewatii wilayahi 

geografis.i Nasabahi dapati 

memperkayai wawasani 

kelembagaani dii manai sajai dii 

duniai ini.i Dengani persetujuani 

nasabahi melaluii internet,i 

ketiadaani kontraki secarai personali 

merupakani tantangani bagii banki 

untuki memverifikasii keabsahani 

darii nasabahi mereka. Hali inii 

penting untuki menentukani 

pemberiani kredit.i Memverifikasii 
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agunani dan menyempurnakani 

persetujuani keamanani jugai 

merupakani tantangani bagii 

peminjami darii luari wilayah.i 

Melaluii layanani interneti bankingi 

dapati mengarahpadai 

pengonsentrasiani krediti dii luari 

wilayahi ataui dalami industrii 

tunggali (singlei industry).i Lebihi 

darii itu,i pertanyaannyai adalahi 

hukumi negarai manakahyangi akani 

mengawasii hubungani interneti 

yangi berkembangi ini.i  Manajemen 

yangi efektifi darii portofolioi 

pinjamani dinyatakani melaluii 

persyaratani diinterneti yangi 

dipahamii badani ataui manajemeni 

dani mengawasii profilei thebank’si 

lendingi riski sertai budayai kredit.i 

Merekai seharusnyai memastikani 

bahwai keefektifani kebijakan-

kebijakan,i proses,i dani praktiki 

ditempatkani untuki mengawasii 

risiko. 

b. Risikoi Bukui Bungai (interesti ratei 

risk) 

Risikoi sukui bungai adalahi risikoi 

terhadapi pendapatani ataui modali 

yangi timbuli darii pergerakani 

dalami sukui bunga.i Evaluasii darii 

sukui bungai harusi 

mempertimbangkani dampaki yangi 

kompleksi darii produki dani jugai 

dampaki potensiali yangi mengubahi 

sukui bungai padai pendapatani fee.i  

Layanani interneti bankingi dapati 

menyediakani deposito,i pinjamani 

dani hubungani lainnyai darii 

konsumeni yangi memungkinkani 

darii padai bentuki pemasarani yangi 

lainnya.i Besarnyai aksesi 

konsumeni terhadapi layanani inii 

membutuhkani upayai untuki 

menegakkani aturani dani 

memeliharai aset/liabilitasi yangi 

mencakupi kemampuani mengubahi 

pasari cepat. 

c. Risikoi Likuiditasi (liquidityi risk) 

Risikoi likuidasii adalahi risikoi 

yangi dihadapii olehi banki dalami 

rangkai memenuhii kebutuhani 

likuiditasnya.i Layanani interneti 

bankingi dapati meningkatkani 

volatilyi depositoi darii nasabahi 

yangi semata-matai memeliharai 

rekeningi padai thei basisi ofi rate.i 

Aset/liabilitasi dani sistemi 

manajemeni pinjamani portofolioi 

seharusnyai menyediakani 

penawarani produki melaluii 

layanani interneti banking.i  

Ditingkatkannyai pengawasani 

likuiditasi dani perubahani padai 

depositoi danipinjamani mungkini 

menggantungkani jaminani padai 

volumei dani kegiatani rekeningi 

interneti alamiah 
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d. Risikoi Transaksii (transactioni risk) 

Risikoi transasksii adalahi risikoi 

prospektifi dani banyaki berdampaki 

padapendapatani dani modal.i Hali 

inii merupakani akibati adanyai 

praktiki penipuan,kesalahan,i 

ketidakmampuani untuki 

penyerahani produki dani jasa,i 

danmemelihaeai posisii kompetisii 

dani penawarani jasai sertai 

memperluasi produklayanani 

interneti bangking.iJenis-jenisi 

softwarei darii sumberi yangi 

variatifi akani mendukungi darii 

fungsi-fungsii layanani interneti 

bankingi yangi disediakani untuki 

nasabahi misalnyai Personali 

Finansiali Manageri (PFM)i 

software.i Percobaani serangani ataui 

pengacuani padai komputeri banki 

dani sistemi jaringanadalahi 

menjadii perhatiani yangi utama.i 

Studii menunjukkani bahwai sistemi 

yangmudahi diserangi beradai padai 

tingkati internali darii padai 

eksternali karenai penggunai sistemi 

internali mempunyaii pengetahuani 

darii sistemi dani akses. Banki 

seharusnyai melakukani 

pengawasani detektifi dani preventifi 

untuki melindungii sistemi layanani 

interneti bankingi darii eksploitasii 

secarai internaldani eksternal.i Banki 

nasionali yangi menawarkani 

penyediaani tagihani dani 

pembayarani akani membutuhkani 

prosesi penyelesaiani transaksii 

antarai bank,i nasabahnya,i dani 

pihaki eksternal.i Perlui 

ditambahkan,i risikoi transaksi,i 

kegagalani penyelesaiani dapati 

berdampaki padai reputasi,i 

likuiditas,i dani risikoi kredit. 

e. Risikoi Komplaini (complaini risk) 

Risikoi komplaini merupakani 

risikoi yangi berdampaki terhadapi 

pendapatani danmodali akibati 

adanyai pelanggarani terhadapi 

hukumi regulasi,i atauistandarietik. 

Risikoi komplaini dapati mengarahi 

terhadapi berkurangnyai 

reputasi,pengurangani nilaii 

penjualan,i membatasii kesempatani 

bisnis,i mengurangipotensii 

ekspansi,i dani mengakibatkani 

kontraki tidaki dapati dilaksanakan. 

f. Risikoi Reputasii (reputationi risk) 

Risikoi reputasii merupakani 

sebagiani besari darii prospeki 

risikoi yangi berdampakkepadai 

pendapatani dani modali akibati 

adanyai pendapati negatifi darii 

publik.i Hali inii berdampaki padai 

penetapani hubungani barui ataui 

layanani ataui kelanjutanlayanani 

hubungani konvensional.i Risikoi 

inii membukai persengketaani 

kelembagai pengadilan,i kehilangani 
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keunagan,i ataui kemundurani 

padanasabahnya. 

 

C. Kendala Dalam Transaksi 

Perbankan Melalui Internet Banking 

Serta Solusinya 

Komponeni dasari sebagaii 

pertimbangani dalamperancangani dani 

pembahasani sistemi keamanani 

diantaranyai adalahi sebagaii berikut.i  

a. Confidentiality: 

Confidentialityiadalah 

penyembunyiani informasii ataui 

sumberi dayai yangi 

berkaitandengani pencegahani akani 

pengaksesani terhadapi informasii 

ataui sumberi dayai yangdilakukani 

olehi pihaki yangi tidaki berhak. 

b. Integrity: 

 Integrityi merupakani keandalani 

datai ataui sumberi dayai dani 

biasanyai i dirumuskanuntuki 

mencegahi perubahani yangi tidaki 

sah.i Integritasi mencakupi 

integritasi datai (isidarii informasi)i 

dani integritasi aslii (sumberi data,i 

seringi disebuti otentikasi).i 

Dengandemikiani integrityi 

berkaitani dengani pencegahani 

modifikasii informasii 

yangdilakukani olehi pihaki yangi 

tidaki berhak. 

c. Availability: 

 Availabilityi merupakani 

kemampuani untuki menggunakani 

informasii ataui sumberdayai yangi 

diinginkan.i Availabilityi adalahi 

aspeki yangi pentingi dalami 

mendesainsistemi karenai suatui 

sistemi yangi tidaki memilikii 

availabilityi samai buruknyai 

dengantidaki adai sistemi samai 

sekali.i Availabilityi dapati 

melakukani pencegahani akani 

penguasaani  

Fasilitasi Interneti Bankingi secarai 

umumi terbagii atasi duai bagiani yaitu: 

a. Fasilitasi Noni Transaksional: 

Merupakani suatui fasilitasi yangi 

digunakani hanyai untuki melihati 

rekeningi ataui melakukani kegiatani 

administrasii dani tidaki tercatati 

dalami transaksii rekening.i 

Fasilitasnyai antarai lain: 

1. Melihati saldoi rekening 

2. Melihati transaksii terakhir 

3. Downloadi laporani transaksi 

4. Daftari rekening 

5. Melihati gambari ceki yangi 

sudahi dibayar 

6. Memesani bukui cek 

7. Gantii Password 

8. Downloadi aplikasii Mobilei 

Banking 

9. Dani lain-lain. 

b. Fasilitasi Transaksional: 
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Merupakani suatui fasilitasi yangi 

langsungi berhubungani dengani 

rekeningi dani setiaptransaksii 

tercatati kei dalami rekening.i 

Fasilitasnyai antarai lain: 

1. Transferi danai antari rekening 

2. Melakukani kliring 

3. Membayari tagihani (listrik,i 

telepon/handphonei dani air) 

4. Membayari zakat,i wakafi dani 

sedekah 

5. Pembeliani tiket 

6. Pembeliani dani penjualani 

investasi 

7. Prosesi persetujuani transaksi 

8. Aplikasii dani transaksii pinjaman 

9. Dani lain-lain. 

 

D. Pengaturan dan Pengawasan Bank 

secara Umum 

Secarai Umum,i peranani banki sentrali 

sangati pentingi dani strategisi dalami 

upayai menciptni itu,i akani sistemi 

perbankani yangi sehati dani efesien.i 

Dalami upayai menciptakani sistemi 

perbankani yangi sehati dani efesieni itu,i 

karenai duniai perbankani adalahi salahi 

satui pilari utamai dalami pembangunani 

ekonomii suatui negara.  

Kewenangani banki sentrali dalami 

melakukani pengaturani dani pengawasani 

banki adalahi sebagaii alati ataui saranai 

untuki mewujudakani sistemi perbankani 

yangi sehat,i yangi menjamini dani 

memastikani dilaksanakannyai i segalai 

peraturani perundang-undangani yangi 

terkaiti dalami penyelenggarani usahai 

banki olehi banki yangi bersangkutan. 

1. Tugasi Pengaturani dani 

pengawasani banki menuruti UUi 

No.i 23i Tahuni 1999i JO.i UUi No.i 

3i Tahuni 2004i Tentangi banki 

Indonesiai sertai UUi No.i 7i Tahuni 

1992i JO.i UUi No.i 10i Tahuni 

1998i Padai pokoknyai Banki 

Indonesiai sebaaii banki sentrali 

memilikii tigai bidangi tugas,i yaitu:i 

(1)i menetapkani dani melaksnakani 

kebijakani moneter;i (2)i mengaturi 

dani menjagai kelancarani sistemi 

sistemi pembayarani dani (3)i 

mengaturi dani mengawasii bank,i 

namun,i dalami babi inii hanyai 

akani membahasi mengenaii 

pengaturani dani pengawasani bank. 

2. Kewenangani memberikani izini 

(poweri toi license) 

 Melaluii kewenangani inii 

memungkinkani ditetapkannyai 

ketentuani inii dani persyaratannyai 

pendirinai sebuahi banki olehi 

otoritasi pengawasi keuangani 

pemberiani izini inii merupakani 

seleksii palingi awali terhadapi 

kehadirani sebuahi banki dengani 

menetapakani tatai carai perizinani 

dani pendiriani suatui bank. 
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5. SIMPULAN 

A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan yang dibentuk 

dalam rangka menghadapi perkembangan 

perekonomian nasional yang senantiasa 

bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi 

dengan tantangan yang semakin kompleks 

serta sistem keuangan yang semakin maju, 

diperlukan penyesuaian kebijakan di 

bidang ekonomi, termasuk perbankan 

dengan memasuki era globalisasi dan telah 

diratifikasi beberapa perjanjian 

Internasional di bidang perdagangan 

barang dan jasa, diperlukan penyesuaian 

terhadap peraturan perundang-undangan di 

bidang perekonomian khususnya 

sektor perbankan, maka Internet Banking  

ini sangatlah bermanfaat dan membantu 

masyarakat dan mempermudah transaksi 

serta mengurangi kemacetan dalam 

bertransaksi, dan E-Banking  tersebut 

sudah di setujui oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) 

 

B. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

6/18/DPNP tanggal 20April Tahun 

2004 Pasal 1 Internet banking adalah salah 

satu jasa bank yangmemungkinkan 

nasabah untuk memperoleh informasi, 

melakukan komunikasi danmelakukan 

transaksi perbankan melalui jaringan 
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